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MOTTO 

جا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم مّودّة ورحمة انّ فی ومن ءایـتهۦ أن خلق لكم من أنفسكم أزو

 لك لٔـایـَت لقّوم یتفكّرون ذ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 

yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir 

(QS. Ar Rum : 21)  
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 بِسْمِ اللِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْم
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baik, dan berharap dapat bermanfaat terhadap masyarakat khususnya mahasiswa, 
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XIV/2016 
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jalan kepada arah yang benar. 
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Malik Ibrahim Malang yang menjadi salah satu prasyarat di dalamnya dan sebagai 

bentuk kontribusi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh semasa perkuliahan berlangsung  di Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Hal ini tidak terlepas dari rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis baik berupa motivasi, doa, semangat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

Banyak  pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang 

digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 

Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan 

atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 

0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi 

bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

B. Konsonan 

 dl   = ض tidak dilambangkan = ا

 th   = ط b    = ب

 dh   = ظ t   = ت

 (koma menghadap ke atas) ‘   = ع tsa   = ث

 gh   = غ j   = ج

 f   = ف h   = ح

 q   = ق kh   = خ

 k   = ك d   = د

 l   = ل dz   = ذ

 m   = م r   = ر
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 n   = ن z   = ز

 w   = و s   = س

 h   = ه sy   = ش

 y   = ي sh   = ص

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 

diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 

dilambangkan dengan tanda koma di atas (ʼ), berbalik dengan koma (‘) untuk 

pengganti lambing "ع". 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan 

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut : 

Vokal (a) panjang =  â misalnyaقال  menjadi qâla 

Vokal (i) panjang =  ȋ misalnya قيل menjadi qȋla 

Vokal (u) panjang =  û misalnya دون  menjadi dûna 

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan 

dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan 

ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah 

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 

Diftong (aw) =    وmisalnyaقول  menjadi qaulun 

Diftong (ay) =   يmisalnyaخير  menjadi khayrun 

D. Ta’marbûthah (ة) 
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Ta’ marbûthah ((ة ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi tas’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di 

transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرّسة الرسالة  menjadi al 

rissala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في

 .menjadi fi rahmatillâh  رحمة الله

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 

Perhatikan contoh-contoh berikut : 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan … 

3. Masyâ’Allah kânâ wo mâlam yasyâ lam yakın 

4. Billâh ‘azza wa jalla 

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di 

awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 

Contoh :  شيء -    syai’un  أمرت   -  umirtu 

 ta’khudzûna -   تأخذون  an-nau’un النون    -   

G. Penulisan Kata 
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Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim  atau huruf, 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 

Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab 

atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  وإن الله لهو خير الرازقين  -   wa innalillâha lahuwa khairur-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 

dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. 

Contoh :  وما محمد إلاّ رسول =  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

 inna Awwala baitin wudi'a linnâsi  =   إن أول بيت وضع للناس

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu 

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: نصر من الله و فتح قريب =  nasاrun minallâhi wa fathun qarȋb 

 lillâhi al-amru jamȋ’an  =             لله الامر جميعا 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

ilmu tajwid. 
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ABSTRAK 

 Ainaya, Maulida Qorry 18210176, 2021. Perkawinan dan Perceraian 

Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 

Erik Sabti Rahmawati, M.A.     

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Penghayat Kepercayaan, Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. 

Indonesia merupakan negara multikulturalisme yang mengakui beberapa 

kultur yang berbeda dan kultur tersebut terkait dengan sistem keyakinan dari 

ajaran agama yang dianutnya. Agama yang diakui Indonesia dalam hukum positif 

yakni agama Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, Konghuchu. Namun 

legitimasi agama tersebut melewatkan ragam kepercayaan nenek moyang atau 

dikenal dengan penghayat kepercayaan.  Dalam ranah hak konstitusional, para 

penghayat kepercayaan merasa dirugikan terkait dengan pelayanan administrasi 

kependudukan yang dalam pengisian kolom agama dikosongkan sehingga 

penganut penghayat kepercayan kesulitan dalam mencatatkan perkawinannya, 

kemudian lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, 

yang di dalamnya merupakan hasil uji materil dari Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2), dan 

pada pasal 64 ayat (1) dan (5). Menyebabkan adanya perbedaan terkait pencatatan 

dan prosedur perkawinan penghayat kepercayaan, serta implikasi pencatatan 

perkawinan terhadap perceraian penghayat kepercayaan yang dilihat dari 

kekuasaan kewenangan yudikatif. 

Di Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Peneliti dalam melakukan 

penelitian menggunakan bahan primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016, selain itu juga menggunakan rujukan yang sesuai 

dengan pembahasan penelitian berupa literatur atau kepustakaan.  

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penghayat 

kepercayaan tidak mempunyai legalitas perkawinan, sehingga penganut penghayat 

kepercayaan harus mengaku sebagai salah satu agama yang diakui negara. Dalam 

hal ini penghayat kepercayaan tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan guna 

sebagai kepastian hukum dalam perkawinan. Sedangkan perceraian terhadap 

penghayat kepercayaan yang dilihat dari kekuasaan kewenangan yudikatif dilihat 

dari awal pencatatan perkawinan. Apabila pencatatan perkawinan dilakukan di 

kantor catatan sipil, jika dilihat dari distribusi kewenangannya, maka instansi yang 

berwenang dalam menyelesaikan perceraian tersebut adalah Pengadilan Negeri, 

dan apabila pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

maka instansi yang berwenang dalam menyelesaikan perceraian tersebut adalah 

Pengadilan Agama.  
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ABSTRACT 

Ainaya, Maulida Qorry 18210176, 2021. Marriage and Divorce of Believers 

After the Decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-

XIV/2016. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Erik Sabti 

Rahmawati, M.A. 

Keywords: Marriage, Divorce, Believers, Constitutional Court Decision Number 

97/PUU-XIV/2016 

Indonesia is a multicultural country that recognizes several different 

cultures and these cultures are related to the belief system of the religious 

teachings they adhere to. The religions recognized by Indonesia in positive law 

are Islam, Christianity, Catholicism, Buddhism, Hinduism, and Confucianism. 

However, the legitimacy of this religion misses the variety of ancestral beliefs or 

is known as the adherents of belief. In the realm of constitutional rights, adherents 

of faith feel disadvantaged related to population administration services which in 

filling the religion column are emptied so that adherents of religious beliefs find it 

difficult to register their marriages, then the decision of the Constitutional Court 

Number 97/PUU-XIV/2016, in which is the result of a trial material from Law 

Number 23 of 2006 concerning Population Administration article 61 paragraphs 

(1) and (2), and Article 64 paragraphs (1) and (5). This causes differences in the 

recording and procedures for marriages of believers, as well as the implications of 

recording marriages on divorces of believers in faith as seen from the power of 

judicial authority.In this study using normative legal research with a statutory 

approach or statute approach. Researchers in conducting research use primary 

materials in the form of the decision of the Constitutional Court Number 97/PUU-

XIV/2016, besides that they also use references that are in accordance with the 

research discussion in the form of literature or literature. 

After the decision of the Constitutional Court, the government issued 

Government Regulation Number 40 of 2019 concerning the Implementation of 

Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. The discussion in 

the government regulation is related to procedures and registration of marriages of 

believers. Prior to the decision of the Constitutional Court, believers in religious 

beliefs did not have the legality of marriage, so adherents of religious beliefs had 

to claim to be one of the religions recognized by the state. Meanwhile, the 

dissolution of the believer as seen from the power of the judicial authority is seen 

from the beginning of the registration of the marriage. If the marriage registration 

is carried out at the civil registry office, the agency authorized to settle the divorce 

is the District Court, and if the marriage registration is carried out at the Office of 

Religious Affairs (KUA), the agency authorized to settle the divorce is the 

Religious Court. 
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 ملخص البحث

زواج  و طلاق المعتقدات قبل حكم محكمة الدستوریة رقم  18210172قر عینیة, مولدة. 
97/PUU-XIV/2016  ,البحث/الرسالة, قسم الأحوال الشخصیة, كلیة الشریعة .

: إریك سبط رحموات ةالمشریف جامعة مولانا مالك إبراهیم الإسلامیة الحكومیة  مالانج.
 الماجستيرى
 .PUU-XIV/2016/97حكم محكمة الدستورية رقم  ،معتقدات، طلاق ج،الكلمة الرئيسية :زوا 

المعتقدات الأجداد المتعددات المعلوم بعتبار فاغحیاة. علي اندونیسیا دین و معتقد متعددة 
التى لازمتها بستة دین  هي الإسلام و یهودى و كتولك و هندو و بودى و كغحوجو. في وجه 
الحكمى نقص المعتقدات علي وجه  مكتبة السكان.وعلى هذا طلع حكم محكمة الدستوریة رقم 

97/PUU-XIV/2016  لمكتبة السكان فصل  2006سنة  23, و فیها بحث حكم الدستوریة رقم
. واستخلف الإجراء و تسجیل الزواج على المعتقدات و 5و  1ایة  64وفى فصل  2و  1ایة  61

     .اثر تسجیل الزواج على طلاق المعتقدات حیث تنظر بولایة صنع الدستوریة
عیار بنوع القانونیة. یستخدم الباحث في هذ  تضمين هذا البحث في البحث المیدانى الم

و مرجع موافق بهذ  PUU-XIV/2016/97  بحث بمادة أولیة في شكل حكم محكمة الدستوریة رقم 
  .البحث ایضا هي كتب و أدبیات

قبل وجود حكم محكمة الدستوریة المعتقدات الأجداد لیس لازمة لزواج حتى  اعتقد المعتقد 
لسلطان. و الطلاق لمعتقدات التي تنظرقبل تسجیل الزواج بصنع الدستوریة. لو الدین التى لازمتها ا

استعجل الزواج في مكتب التسجیل فالحكومة التى ولایة لها لحل المشكلة هي محكمة الحكومیة و اذا 
     .استعجل الزواج في مكتب الدینیة  فالحكومة التى ولایة لها لحل المشكلة هي محكمة الدینیة
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara kedaulatan yang berdasarkan 

pada pancasila. Jika berbicara terkait dengan beragam keyakinan di 

Indonesia, maka secara jelas Indonesia hanya mengakui 6 agama, yakni 

Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu1. Sehingga 

masyarakat Indonesia hidup secara berdampingan dengan keyakinan-

keyakinan yang ada di Indonesia. Akibat dari hal ini maka masyarakat 

Indonesia sejatinya kerap bersikap toleransi antar manusia dengan manusia 

lainnya. Meskipun dalam prakteknya tidak menutup kemungkinan terdapat 

beberapa masyarakat yang tidak bertoleransi sesamanya.  

Sikap toleransi di Indonesia kerap terlihat pada saat perayaan 

agama, seperti didalam Islam terdapat perayaan Hari Raya Idhul Fitri, 

yang mana didalam perayaan tersebut dimalam hari dilakukannya 

takbiran, ada yang melakukan takbiran dimushala atau masjid, bahkan 

juga terdapat takbiran yang dilakukan keliling. Dan dipagi hari 

dilakukannya shalat akbar dimasjid-masjid besar. Bentuk toleransi dari 

agama lain adalah menghargai kegiatan tersebut, dan tidak makan 

dihadapan orang Islam disaat bulan Ramadhan, yakni bulan sebelum hari 

perayaan Idhul Fitri, dan begitu pula sebaliknya, agama Islam yang 

                                                           
1 PenPres Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama 
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menghargai disaat pelaksanaan perayaan agama lain. Menghargai dalam 

bentuk tidak mencela dan tidak mengganggu kegiatan perayaan tersebut.  

Selain itu  di Indonesia juga  hidup dan berkembang Aliran 

Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa  atau dikenal  

dengan Penghayat Kepercayaan saja.  Menurut Direktur Kepercayaan 

Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Dirjen Kebudayan 

kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 187 kelompok 

Penghayat Kepercayaan yang tercatat di pemerintah.2 Itu baru jumlah yang 

dikelompokkan dalam bentuk kelompok ataupun organisasi, 

dimungkinkan ada penghayat kepercayaan yang dilakukan orang perorang 

dan tidak terorganisir.  Kebijakan pemerintah baik  pada masa  orde lama, 

orde Baru  maupun era Reformasi hingga saat ini mengalami perubahan 

kebijakan terhadap kesamarataan hak. 

Status para penghayat kepercayaan di Indonesia saat ini, 

khususnya setelah masa reformasi yakni kesamarataan dalam 

mendapatkan hak konstitusi dengan enam agama yang telah resmi di 

Indonesia. Meskipun telah diakui keberadaan penghayat kepercayaan akan 

tetapi penghayat kepercayaan tersebut tidak masuk dalam enam agama 

resmi tersebut.3 Dalam ranah hak konstitusional, para penghayat 

kepercayaan merasa dirugikan terkait dengan pelayanan administrasi 

                                                           
2 Kompas, 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Indonesia, diakses pada 9 

November 2017, pukul 12:19 https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-

kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all,  
3Faiz Ridho Nugroho, Analisis Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran 

Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Jurnal Res 

Publica, Vol. 3 No. 2 Mei Agustus, diakses pada tanggal 6 September 2021 

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all


 

 

3 
 

kependudukan. Menurut para penghayat kepercayaan terhadap Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 64 ayat 

(5) hanya menjelaskan bagi penduduk yang agamanya belum diakui dan 

para penghayat kepercayaan yang dalam pengisian kolom agama identitas 

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dikosongkan, 

sehingga kekosongan pengisian agama tersebut dianggap diskriminasi 

pada penghayat kepercayaan. 

Agama merupakan suatu identitas yang harus ada dalam diri 

masyarakat, dan jaminan kebebasan dalam beragama serta kepercayaan 

juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E ayat 

(2) dan pasal 29 ayat (2), yang mana didalamnya dijelaskan terkait dengan 

kebebasan hak beragama dan kepercayaan dijamin oleh konstitusi. Selain 

itu kebebasan beragama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang di dalamnya 

menjelaskan bahwa negaralah yang menjamin hak penganut kepercayaan 

dalam melaksanakan ajaran kepercayaannya.4 Dengan begitu dalam 

pengosongan kolom agama, para penghayat kepercayaan mengajukan uji 

materil ke Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam pokok persoalannya 

yakni terkait dengan penafsiran frase ‘agama’.  

Dalam hal perkawinan dan perceraian, agama menjadi landasan 

dan negara mempunyai andil didalamya. Hal ini berdasarkan dalam 

                                                           
4 Muwaffiq Jufri, “Perbandingan  Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama Antara Indonesia dan 

Majapahit”, Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2, Juni (2017), 

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1428  

https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1428
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Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.5 Maksud dari agama 

menjadi landasan dalam hal perkawinan ialah hubungannya dengan Tuhan 

Yang Maha Esa terhadap terciptanya kehidupan selanjutnya dalam 

berkeluarga, dan negara ikut andil dalam kepastian hukum, serta 

memberikan perlindungan, keamanan terhadap keluarga, juga melanjutkan 

keturunan setelah dilakukannya perkawinan yang sah menurut agama dan 

negara 

Hal ini juga berlaku pada perceraian. Seringkali perceraian 

menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persengketaan atau pelanggaran 

dalam perkawinan, sehingga perlu adanya kepastian hukum saat 

dilakukannya perkawinan yakni dengan melakukan pencatatan 

perkawinan. Terkait dengan perkawinan, penghayat kepercayaan 

melakukan perkawinan tersebut sesuai dengan tata cara salah satu agama 

yang diakui oleh Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meletakkan sahnya suatu 

perkawinan apabila dilakukannya menurut hukum masing-masing agama 

dan kepercayaannya.6 Namun setelah adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 mengalami perubahan terhadap 

kebijakan pemerintah terkait dengan perkawinan penghayat kepercayaan.  

Putusan tersebut bermula dari permohonan uji materi terhadap 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan pasal 61 ayat (1) dan (2), serta pada pasal 64 ayat (1) dan 

                                                           
5 Djaja S Meliala, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 41 
6 Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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(5). Kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya gugatan uji 

materi dan terjadi perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 

ayat (1) dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan yang dianggap bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang 

tidak termasuk “kepercayaan”.   

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang mana hal ini 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan. Pembahasan dalam peraturan pemerintah 

tersebut terkait dengan tata cara pencatatan perkawinan terhadap 

penghayat kepercayaan.  

Sehingga adanya pasal terkait tentang Perkawinan dan Perceraian 

Penghayat Kepercayaan, mengakibatkan adanya perubahan peraturan serta 

kebijakan pemerintah terkait dengan penghayat kepercayaan. Oleh 

karenanya penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut menjadi sebuah 

bahasan penelitian dalam skripsi ini. Adapun judul yang akan diangkat 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah “Perkawinan  Dan Perceraian 

Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK. No. 97/PUU-XIV/2016”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah terurai diatas, 

maka rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah ;  

1. Apa perbedaan perkawinan penghayat kepercayaan sebelum dan pasca 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016? 

2. Apakah implikasi pencatatan perkawinan terhadap perceraian 

penghayat kepercayaan dilihat dari kekuasaan kewenangan yudikatif? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan diatas, 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis terkait dengan perbedaan perkawinan penghayat 

kepercayaan sebelum dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016. 

2. Untuk mengetahui implikasi pencatatan perkawinan terhadap 

perceraian penghayat kepercayaan dilihat dari kekuasaan kewenangan 

yudikatif. 

D. Manfaat Penelitian 

Harapan peneliti dalam penelitian ini ialah tidak hanya sekedar 

menjawab secara sistematis ataupun ilmiah terhadap tujuan dalam 

penelitian ini, namun juga dapat memberikan manfaat terkait dengan 

pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat dalam hal ini yakni : 

1. Manfaat Teoritis 



 

 

7 
 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, peneliti berharap dapat 

memberikan manfaat dan dapat berkontribusi dalam membangun suatu 

ilmu pengetahuan, serta penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebuah 

referensi ataupun rujukan dalam penelitian selanjutnya yang sesuai dengan 

pembahasannya.  

2. Manfaat Praktis  

Dengan adanya penulisan skripsi ini, peneliti berharap dapat 

bermanfaat bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan sebuah rujukan 

pertimbangan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan 

dengan peneliti ataupun masyarakatnya.  

E. Definisi Operasional 

Pada bagian ini dapat mempermudah pemahaman terkait dengan 

pembahasan penelitian, sehingga diperlukannya penjelas pada beberapa 

kata kunci yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.  

1. Pernikahan: suatu akad yang begitu kuat (miitsaaqan ghalidhan) guna 

mentaati perintah Allah  dan apabila dikerjakan termasuk ibadah pada-

Nya7.  

2. Perceraian: sebuah perpecahan atau perpisahaan yang terjadi antara 

suami dengan isteri yang dapat mengakibatkan hubungan suami istri 

tersebut berpisah8.  

                                                           
7 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia cet 4, (Jakarta: Akademik Pressindo, 

2015),114 
8 Siswanto Dedy, Anak di Persimpangan Perceraian (Memiliki Pola Asuh Anak Korban 

Perceraian), (Surabaya: Airlangga UniversityPress, 2020),13  



 

 

8 
 

3. Penghayat kepercayaan: golongan atau organisasi yang menganut 

suatu aliran kepercayaan agama diluar agama yang telah disahkan dan 

diakui oleh negara Republik Indonesia.9  

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016: peraturan 

yang dikeluarkan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi tentang 

pengjuian terhadap Undang-Undang Adminitrasi Kependudukan 

sebagai bentuk perlindungan serta pengakuan terkait dengan 

kebebasan beragama.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah salah satu bagian yang terpenting dalam 

sebuah penelitian yang juga merupakan langkah guna dijadikan pedoman 

peneliti dalam mencapai suatu tujuan penelitian. Bagian metode penelitian 

ini dijelaskan dengan jelas dan sistematis terkait penggunaan penelitian 

dalam mencari,mencatat, menganalisis hingga tersusunnya laporan guna 

mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian pada penulisan skripsi ialah 

penggunaan metode dalam menyelesaikan permasalahan dan sarana dalam 

mendapatkan informasi serta data yang actual dan relevan. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian yakni : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan atau dalam penggunaan bahasa inggrismya library 

research. Yang mana maksud dari penelitian kepustakaan atau library 

                                                           
9 Indonesian Journal of Retigion and Society, Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di 

Indonesia, Februari 2020, diakses pada tahun 2021, 

https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/119/56  

https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/119/56
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research ialah salah satu jenis penelitian yang didasarkan pada 

pengkajian dokumen terhadap data sekunder. Berupa perundang-

undangan, teori hukum, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu 

juga didasarkan pada sumber kepustakaan yang berhubungan dengan 

pembahasan penelitian.10  

Penelitian hukum itu sendiri (legal reseach) merupakan suatu 

proses dalam menentukan aturan-aturan hukum yang sesuai dengan 

norma hukum11. Sehingga peneliti berusaha untuk menganalisa 

penelitian yang diperoleh melalui sumber kepustakaan,, seperti buku-

buku ataupun diperoleh melalui sumber kepustakaan lainnya yang 

berkaitan dengan perkawinan dan perceraian pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni 

pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan 

merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara menelaah 

Undang-Undang atau regulasi yang berhubungan dengan pembahasan 

penelitian12. Yang maksudnya adalah sebuah pendekatan penelitian 

dengan menggunakan perundang-undangan yakni putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut merupakan 

sandaran dalam menganalisis penelitian. 

                                                           
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 31  
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana, 2005), 47 
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 133 
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Permasalahan utama dalam penelitian ini yakni adanya aliran 

penghayat kepercayaan yang mana aliran tersebut diluar agama yang 

telah diakui dan diresmikan oleh negara pada masa orde lama. 

Kemudian seiring dengan berkembangnya zaman, terdapat perubahan 

didalamnya. Secara tidak langsung penelitian ini tidak lepas dari 

perundang-undangan, sehingga pendekatan yang digunakan oleh 

peneliti adalah pendekatan perundang-undangan.  

3.  Jenis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa jenis bahan 

hukum, yakni; 

a. Bahan Hukum Primer  

Maksud dari bahan hukum primer ialah data-data pokok 

yang dipergunakan dalam meneliti penelitian yang bahan 

hukumnya bersifat mengikat dan autoritatif, yakni hasil akhir dari 

sebuah kegiatan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh suatu 

lembaga yang berwenang dalam menangani serta menyelesaikan 

terhadap perkara tersebut.13 Yang mana dalam penelitian ini 

menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 yakni perkawinan penghayat kepercayaan.  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Maksud dari bahan hukum sekunder ialah penelitian 

yang bahan hukumnya didapatkan secara tidak langsung atau 

                                                           
13 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2010), 118. 
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perantara, yakni berupa buku-buku bukti yang telah ada, ataupun 

dokumen-dokumen lainnya. Sehingga dalam penelitian ini 

membutuhkan literatur yang berkaitan dengan kedudukan suami 

non muslim dalam hal waris. Yang mana dalam mendapatkan 

literatur-literatur didapat dengan cara peneliti berkunjung pusat 

kajian, perpustakaan, serta didapatkan dengan memperbanyak 

bacaan yang berkaitan dengan kajian penelitian. Selain itu bahan 

hukum sekunder juga sebagai penjelas dari bahan hukum 

primer.14 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier guna untuk memperjelas dari kedua 

bahan hukum tersebut, yakni bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. Yang mana bahan hukum tersier ialah sebagai 

penjelas serta media petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Seperti halnya ensiklopedia ataupun 

kamus. Selain itu bahan hukum tersier dipergunakan untuk 

penunjang dalam penelitian tersebut.15 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data berupa bahan 

hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Selain itu dalam metode pengumpulan data juga 

menggunakan kepustakaan atau library research. Kegiatan dalam 

                                                           
14 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 119 
15 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 119 
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pengumpulan data tersebut peneliti melihat, membaca, mendengarkan, 

dan juga menggunakan media online.  

5. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. 

Data dalam penelitian ini tidak dapat dihitung. Hal ini dikarenakan 

penelitian ini menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 perkawinan penghayat kepercayaan, yang 

kemudian dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan penghayat 

kepercayaan. Maka langkah selanjutnya yakni melakukan pembahasan 

terkait dengan kajian penelitian, pemeriksaan, dan pengelompokkan 

terhadap bagian-bagian tertentu, sehingga mendapatkan gambaran 

umum dalam bentuk kesimpulan. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan bagian pemaparan terkait dengan 

penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adanya penelitian terdahulu untuk 

perbandingan serta sebagai titik suatu perbedaan maupun persamaan yang 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga 

digunakan untuk mendukung dan memperkuat penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang sebagai pendukung dan penguat 

penelitian ini yakni sebagai berikut : 

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Hani Zain Fathuri, 

Merupakan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 

2018. Dengan penelitian yang berjudul “Praktek Perkawinan Penganut 
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Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Undang-

Undang No 1 Tahun 1974”.. Yang mana di dalam penelitiannya 

menjelaskan pelaksanaan perkawinan terhadap penganut Aliran Sapta 

Darma. Penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan beragamnya 

kebudayaan serta agama yang ada di Indonesia, yang mana hal ini 

merupakan warisan nenek moyang sebelumnya. Sehingga muncul banyak 

agama selain agama-agama yang telah disahkan serta diakui negara 

Republik Indonesia.16  

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Argani Sukoco, Merupakan 

mahasiswa Universitas Sebelas Maret pada tahun 2018. Dengan 

penelitiannya yang berjudul “Implementasi Tercantumnya Aliran 

Kepercayaan Pada KTP dengan Adanya Putusan MK NO. 97/PUU-

XIV/2016”. Yang mana dalam penelitian membahas terkait dengan 

penulisan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) 

terhadap penghayat kepercayaan. Juga dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan.17  

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mohammad Afiif, Merupakan 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

pada tahun 2020. Dengan penelitiannya yang berjudul “Akibat Hukum 

                                                           
16 Fathuri Hani Zain, Praktek Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo 

dalam Prespektif Undang-Undang No1 Tahun 1974, (Etheses, Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2018), http://etheses.iainponorogo.ac.id/5305/1/PANDANGAN-TOKOH-ALIRAN-

SAPTA-DARMA-TENTANG-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI--NOMOR-97-copy-

1.pdf  
17 Sukoco Argani, Implementasi Tercantumnya Aliran Kepercayaan Pada KTP dengan Adanya 

Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016. (Repository, Universitas Sebelas Maret, 2018), 

https://eprints.uns.ac.id/42640/1/E0013063_abstrak.pdf  

http://etheses.iainponorogo.ac.id/5305/1/PANDANGAN-TOKOH-ALIRAN-SAPTA-DARMA-TENTANG-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI--NOMOR-97-copy-1.pdf
http://etheses.iainponorogo.ac.id/5305/1/PANDANGAN-TOKOH-ALIRAN-SAPTA-DARMA-TENTANG-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI--NOMOR-97-copy-1.pdf
http://etheses.iainponorogo.ac.id/5305/1/PANDANGAN-TOKOH-ALIRAN-SAPTA-DARMA-TENTANG-PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI--NOMOR-97-copy-1.pdf
https://eprints.uns.ac.id/42640/1/E0013063_abstrak.pdf
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Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat 

Kepercayaan”. Yang mana dalam pembahasannya menitik fokuskan pada 

akibat hukum terhadap perkawinan penghayat kepercayaan dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XIV/2016.18  

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Sidik, 

Merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 

Jakarta pada tahun 2019. Dengan penelitiannya yang berjudul 

“Perkawinan Orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan”. Yang mana 

dalam penelitian membahas terkait Orang Islam yang menikah dengan 

penghayat kepercayaan. Penelitian tersebut dilatarbelakangi dengan 

adanya kebebasan dalam melakukan perkawinan, yang mengakibatkan 

peneliti meneliti tentang perkawinan orang Islam dengan penghayat 

kepercayaan19. 

Tabel 1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

NO. 
NAMA, JUDUL 

INSTITUSI 
PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Hani Zain Fathuri 

(2018) Praktek 

Perkawinan Penganut 

Aliran Sapta Darma 

di Kabupaten 

Ponorogo dalam 

Perspektif Undang-

Persamaannya 

adalah sama-sama 

membahas terkait 

dengan perkawinan 

penghayat 

kepercayaan  

Perbedaan nya ialah, 

jika penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

metodologi 

penelitian hukum 

empiris dan 

                                                           
18 Afiif Mukhlisin Mohammad, Akibat Hukum Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap 

Perkawinan Penghayat Kepercayaan. (Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/16808/1/14210052.pdf  
18 Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 

2001), 308 
19 Sidik Muhammad, Perkawinan orang Islam denga Penghayat Kepercayaan. (Repository, 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47161/1/MUHAMAD%20SIDIK-

FSH.pdf 

http://etheses.uin-malang.ac.id/16808/1/14210052.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47161/1/MUHAMAD%20SIDIK-FSH.pdf
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47161/1/MUHAMAD%20SIDIK-FSH.pdf
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Undang No1 Tahun 

1974.Skripsi, Institut 

Agama Islam Negeri 

Ponorogo.  

pembahasannya 

berfokus pada 

praktek perkawinan 

terhadap aliran Sapta 

Darma. 

2 Argani Sukoco 

(2018), Implementasi 

Tercantumnya Aliran 

Kepercayaan Pada 

KTP dengan Adanya 

Putusan MK NO. 

97/PUU-XIV/2016 

Tentang Pencantuman 

Aliran Kepercayaan 

di KTP dan KK, 

Universitas Sebelas 

Maret. 

Persamaan adalah 

sama-sama 

menggunakan 

normatif dalam 

melaksanakan 

penelitian. selain 

itu juga sama-sama 

berpatok pada 

putusan MK No. 

97/PUU-XIV/2016. 

Perbedaannya 

adalah, pada 

penelitian 

sebelumnya 

pembahasan terfokus 

pada penulisan KTP 

dan KK terhadap 

penghayat 

kepercayaan, 

sedangkan penelitian 

saat ini pembahasan 

memfokuskan pada 

perkawinan dan 

perceraian pada 

penghayat 

kepercayaan.  

3. Mohammad Afiif 

Mukhlisin (2020), 

Akibat Hukum 

Putusan MK No. 

97/PUU-XIV/2016 

Terhadap Perkawinan 

Penghayat 

Kepercayaan. Skrisi, 

Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Persamaan adalah 

didalam penelitian 

sama-sama 

menggunakan 

putusan MK No. 

97/PUU-XIV/2016, 

dan sama-sama 

menggunakan 

metodologi 

penelitian hukum 

normatif.  

Perbedaannya ialah 

penelitian terdahulu 

dilatarbelakangi 

dengan praktek di 

lingkungan 

masyarakat yang 

kerap mengosongkan 

kolom agama, 

seperti dalam KTP, 

yang mana dapat 

menyebabkan stigma 

buruk terhadap 

masyarakat yang 

dianggap tidak 

beragama. 

Sedangkan pada 

penelitian saat ini 

lebih pada perbedaan 

sebelum dan pasca 

putusan MK No. 

97/PUU-XIV/2016.  

4. Muhammad sidik 

(2019), Perkawinan 

orang Islam dengan 

Penghayat 

Persamaan adalah 

sama sama 

menggunakan 

metodologi 

Perbedaannya ialah 

pada penelitian 

terdahulu 

dilatarbelakangi 
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Kepercayaan. Skripsi, 

Universitas Islam 

Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

penelitian hukum 

normatif, serta 

sama-sama 

membahas seputar 

perkawinan 

penghayat 

kepercayaan.  

dengan terdapat 

kebebasan dalam 

melakukan 

perkawinan, 

sehingga peneliti 

meneliti terkait 

perkawinan orang 

Islam dengan 

penghayat 

kepercayaan, 

sedangkan 

penelitian saat ini 

didalam 

pembahasannya 

terdapat 

kewenangan 

yuridiksinya.  

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling 

berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum 

dapat menggambarkan susunannya yang terdiri dari IV (empat) bab, dan 

masing-masing bab memiliki sub bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I :  Pada bab bab ini merupakan bab pendahuluan yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian 

terdahulu, da sistematika pembahasan. Dengan adanya 

rumusan masalah yang menjadikan tujuan pembahasan 

penelitian terfokuskan dan tidak melebar. Pada bab ini juga 

terdapat penjelasan metode penelitian yang digunakan peneliti. 

Yang mana metode penelitian bagian dari suatu cara dalam 

mencapai tujuan penelitian, sehingga penelitian terfokuskan 
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dan terarah. Selain itu dengan adanya penelitian terdahulu 

dalam bab ini guna mendukung dan memperkuat penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti.  

BAB II:  Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berhubungan 

pembahasan penelitian yang dijelaskan secara sistematis. 

Penelitian ini menggunakan teori-teori yang terdapat dalam 

buku-buku, jurnal serta referensi lainnya yang berkaitan, 

mendukung, memperkuat sumber penelitian. Tinjauan pustaka 

merupakan bagian penting bagi peneliti, hal ini dikarenakan 

sebagai wadah atau bekal yang akan digunakan dalam 

pembahasan penelitian selanjutnya. Yang ada pada bab ini 

meliputi, syarat rukun perkawinan menurut Fikih dan hukum 

perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016, Regulasi perkawinan penghayat kepercayaan. Yang 

mana dalam regulasi perkawinan penghayat kepercayaan 

terbagi menjadi tiga, yakni regulasi perkawinan penghayat 

kepercayaan masa orde lama, masa orde baru dan era 

reformasi. 

BAB III :  Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan. 

Yang mana dalam bab ini menjelaskan terkait inti dan isi 

pemaparan penelitian, yang juga merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Sehingga 

pada bab ini, peneliti menjelaskan hasil dan pembahasan 
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penelitian. pembahasan penelitian yang tidak terlepas dari 

sumber buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya yang 

berhubungan dengan pembahasan penelitian. hal ini untuk 

membuktikkan kebenaran penelitian. Hasil penelitian dan 

pembahasan dalam penelitian ini meliputi; perkawinan 

penghayat kepercayaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang terbagi menjadi 3 bagian 

yakni, institusi terkait dengan perkawinan penghayat 

kepercayaan, prosedur perkawinan penghayat kepercayaan, 

pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. Kemudian 

terdapat perceraian penghayat kepercayaan pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang juga 

dibagi 3 bagian pembahasan yakni, institusi yang berwenang 

menangani perceraian penghayat kepercayaan, Prosedur 

pengajuan perceraian penghayat kepercayaan, Pencatatan 

perceraian penghayat kepercayaan.  

BAB IV :  Pada bab empat ini merupakan bagian penutup penelitian yang 

disertai dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab 

ini merupakan ringkasan jawaban secara garis besar dari awal 

hingga akhir penelitian. kemudian peneliti juga memberikan 

saran-saran pada bab ini, yang mana saran tersebut diperlukan 

untuk tindak lanjut dari penelitian ini. 
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BAB II 

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN MENURUT FIKIH DAN HUKUM 

PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 

97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PENGHAYAT KEPERCAYAAN 

A. Status Penghayat Kepercayaan Terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 

Penghayat kepercayaan adalah tiap-tiap orang yang meyakini serta 

mengakui adanya nilai-nilai penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha 

Esa20. Terlepas dari istilah penghayat kepercayaan di keduanya, masih 

sebutan lainnya seperti agama minoritas, agama lokal dan masih banyak 

istilah-istilah lainnya, meskipun dengan banyaknya makna dan istilah yang 

berbeda, akan tetapi masih dengan tujuan dan maksud yang sama.21 Jauh 

sebelum datangnya agama-agama yang datang ke nusantara, terdapat 

keyakinan-keyakinan kepercayaan yang datangnya dari nenek moyang. 

Kepercayaan-kepercayaan tersebut menjadi keyakinan masyarakat terdahulu 

yang didalamnya terdapat aturan atau ritual ibadah dalam meyakini keyakinan 

tersebut.  

Lalu datang agama-agama yang dibawa ke nusantara yang dibawa 

oleh wali, pendeta, biksu dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan berjalannya 

waktu, yang mendapatkan legalitas hanya enam agama saja, yakni Islam, 

                                                           
20 Pasal 1 Peraturan Presiden, Nomor 1 Tahun 1965 
21 Kementerian dan Kebudayaan, Landasan dan Kewajiban yang Harus Dimiliki Bagi Kadang 

Penghayat, 1 Agustus 2018, diakses pada 25 Agustus 2021, 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-

dimiliki-bagi-kadang-penghayat/  

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-dimiliki-bagi-kadang-penghayat/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-dimiliki-bagi-kadang-penghayat/
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Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, Konghucu. Hal ini dikarenakan terdapat 

perbedaan makna antara agama dengan penghayat kepercayaan,yang 

didalamnya tidak dapat disamaratakan. Sebelumnya masyarakat terdahulu 

telah mengenal konsep ketuhanan yang perwujudannya berupa simbol 

kepercayaan maupun ritual-ritual dalam meyakini kepercayaannya. Maka 

dapat dipahami bahwa sebelum datangnya agama-agama tersebut, masyarakat 

nusantara terdahulu telah mengenal konsep ketuhanan.  

Menindaklanjuti makna agama dan kepercayaan, dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maksud kata agama ialah “kepercayaan 

kepada Tuhan (dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan 

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”.22 Selain itu 

juga dalam ensiklopedia juga telah dijelaskan bahwasanya agama terdapat 2 

macam, yakni agama samawi dan agama wadh’I. Maksud dari agama samawi 

wahyu ialah agama yang datang dan diungkap melalui sebuah wahyu, 

sedangkan yang dimaksud dengan agama wadh’I ialah agama yang datangnya 

dari manusia, bukan dari tuhan atau wahyu, dikarenakan datangnya dari suatu 

budaya sebagai hasil dari sistem filsafat masyarakatnya.23  

Meskipun begitu makna agama dan kepercayaan memiliki tujuan 

dan maksud yang sama yakni sama-sama miliki nilai-nilai meyakini terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi jika dilihat dari pandangan hukum 

terdapat kesenjangan ataupun diskriminasi dalam pengakuan secara hukum. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 

                                                           
22 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), 9. 
23 TIM Penyusun, Edisi Khusus Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ihtar Baru Van Hoeve), 106 
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1965 yang didalamnya menyebutkan bahwa agama yang diakui oleh negara 

Indonesia hanya enam saja, yakni Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu, 

Konghucu.  

Hal ini juga tampak dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada 

pasal 28 ayat 1 dan pasal 29 ayat (2), yang didalamnya terdapat frase agama 

dan kepercayaan. Pasal 28 ayat 1 dan 2 dalam perumusannya mempunyai dua 

opsi yakni, opsi pertama frase agama dan kepercayaan adalah bukan suatu hal 

yang memiliki makna dimasing-masingnya.  

Sedangkan pada opsi kedua makna agama dan kepercayaan 

mempunyai makna yang berbeda di kedua masing-masingnya yakni frase 

kepercayaan ditujukan kepada aliran atau penganut penghayat kepercayaan. 

Sehingga pelaksanaan rapat paripurna menggunakan jalan tengah sebagai 

hasil akhirnya, yakni frase agama diletakkan pada ayat 1, dan frase 

kepercayaan diletakkan pada ayat 2.24 Hal ini dilakukan guna untuk 

membedakan makna agama dan kepercayaan yang tidak dapat disamaratakan. 

Kemudian pada pasal 29 ayat 2 yakni frase agama dan kepercayaan 

dimasukkan dalam satu kesatuan, hal ini dikarenakan sebagai bentuk 

perlindungan hukum terhadap pemeluk agama dalam melakukan serta 

menjalankan agamanya yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.  

Penghayat kepercayaan dalam perjalanannya terdapat tiga masa 

yakni masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi hingga sekarang. 

Singkatnya pada masa orde lama dan orde baru penghayat kepercayaan tidak 

                                                           
24 Maria Madalina, “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait 

Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama KTP dan KK” Res Publica No. 3 (2019): 

https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45634/28609  

https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45634/28609
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mengakui adanya penghayat kepercayaan, sehingga tidak terdapat kebijakan 

ataupun pengaturan didalamnya. Akan tetapi pada masa reformasi terdapat 

kebijakan-kebijakan baru yang mempengaruhi pada penghayat kepercayaan. 

Dalam perjalanannya penghayat kepercayaan tidak langsung mendapatkan 

pengakuan hukum dalam kesamarataan hak konstitusinya, melainkan 

melewati beberapa fase yang sebelumnya mengalami diskriminasi dalam 

mendapatkan hak konstitusinya. Penghayat kepercayaan sebelumnya tidak 

diakui oleh negara, hal ini dikarenakan negara Indonesia hanya mengakui 

enam agama saja, sehingga menyebabkan adanya perlakuan diskriminasi 

khususnya dalam mendapatkan hak konstitusinya. 

Adanya jaminan kebebasan dalam beragama dan kepercayaan telah 

diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28 E ayat (2) dan 

pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kebebasan dalam beragama dan 

meyakini kepercayaan telah dijamin oleh konstitusi. Setelah adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Penghayat kepercayaan 

mendapatkan kesamarataan dalam hak konstitusinya. Dalam hal ini yang 

perlu digaris bawahi ialah hanya mendapatkan kesamarataan hak konstitusi 

khususnya dalam pelayanan publik berupa pencatatan administrasi, bukan 

dengan kesamarataan terhadap agama dengan kepercayaan. Hal ini 

dikarenakan agama dan kepercayaan memiliki tingkat yang berbeda dan tidak 

akan bisa disamaratakan.   

B. Pencatatan Perkawinan 
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Pencatatan perkawinan merupakan pelayanan administrasi sebagai 

bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. 

Hal ini dikarenakan adanya akibat hukum dari pencatatan pernikahan berupa 

melegalisasikan atau menjamin kepastian hukum seperti, hak asuh anak, 

nasab, pembagian waris, dan harta bersama, sehingga pencatatan perkawinan 

perlu dilakukan, meskipun pencatatan perkawinan tidak dalam ranah syarat 

sah perkawinan, akan tetapi pencatatan perkawinan menimbulkan kepastian 

hukum didalamnya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap 

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”.25 

Perkembangan pengaturan pencatatan perkawinan bermula dari 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak 

dan Rujuk. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwasanya perkawinan yang 

didasarkan pada hukum Islam, maka pencatatan dilakukan di pegawai 

pencatatan nikah, talak dan rujuk. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1946 hanya berlaku pada wilayah jawa-Madura. Hal ini 

dikarenakan belum terdapat kemungkinan terhadap pemberlakukan diwilayah 

luar Jawa-Madura, sehingga wilayah luar Jawa masih menggunakan 

perundang-undangan lama maupun perundang-undangan lainnya26.  

Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan 

                                                           
25 UU No1 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) 
26 M Zamroni, Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, 14 
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Nikah, Talak, Rujuk Wilayah Luar  Jawa-Madura. Dengan adanya peraturan 

tersebut wilayah luar menggunakan Undang-Undang tersebut27. Selanjutnya 

pencatatan perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Pada pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan 

bahwasanya perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka 

pencatatan dilakukan di pegawai catat Nikah, Talak, Rujuk. Hal ini sesuai 

dengan UU Nomor 32 Tahun 1954.28 

Dilanjut pada ayat (2) menjelaskan bahwasanya perkawinan 

dilakukan dengan selain hukum Islam, maka pencatatan dilakukan di kantor 

catatan sipil.29 Lalu dikeluarkannya keputusan Menteri Agama RI Nomor 477 

Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah yang didalamnya menjelaskan bahwa 

pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi 

putusan Menteri Agama tersebut tidak berlaku lama setelah dikeluarkannya 

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. 

kemudian pada masa reformasi mengalami perkembangan terkait dengan 

pencatatan nikah bahwa untuk masyarakat yang bukan agama Islam dalam 

melakukan pencatatan perkawinan dapat melakukannya di kantor catatan 

sipil. Hal ini sesuai dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang administrasi kependudukan.30 Yang dalam Undang-Undang tersebut 

merupakan bentuk penertiban dalam pelayanan administrasi.  

                                                           
27 M Zamroni, Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, 14 
28 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
29 Pasal 2 ayat (2) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
30 M Zamroni, Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia, 15 
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Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) pada pasal lima dan enam, yakni: 

1. Pasal 5 bab II berbunyi:  

(1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap 

perkawinan harus dicatat. 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 

1954.” 

 

2. Pasal 6 bab II berbunyi: 

(1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai 

Pencatat Nikah.  

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.  

 

Dengan begitu, masyarakat yang tidak melakukan pencatatan 

perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah, maka perkawinan tersebut 

dianggap perkawinan liar atau compassionate marriage31. Pengaturan yang 

tertulis dalam KHI pasal lima sesuai dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 

1974 pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan bahwasanya “perkawinan dicatat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Akan tetapi pencatatan 

perkawinan bukan sebagai acuan sah atau tidaknya perkawinan, melainkan 

dengan adanya pencatatan perkawinan maka mendapat hak-hak serta 

kepastian hukum didalamnya. Yang maksudnya adalah masyarakat 

mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi persengketaan ataupun 

pelanggaran di dalam perkawinan tersebut.  

C. Regulasi Perkawinan dan perceraian Penghayat Kepercayaan 

                                                           
31Abd Shomad, Hukum Islam, (Jakarta:Kencana, 2010), 295 
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Bahwasanya dengan adanya pernikahan, maka terdapat 

penggabungan antara kedua keluarga, dari penggabungan tersebut 

menjadikannya sebuah ikatan antara laki-laki dengan perempuan dalam 

mewujudkan sebuah keluarga baru. Dalam Undang-Undang Perkawinan, 

yang merupakan salah satu Undang-Undang nasional yang telah berhasil 

melakukan pembaharuan hukum dalam ranah perkawinan. Juga merupakan 

Undang-Undang yang mengakhiri Pluralisme pada hukum perkawinan.32 

Pada tanggal 14 Oktober 2019 telah diresmikannya Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut 

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yakni bapak Joko Widodo.  

Salah satu perubahan dari Undang-Undang tersebut adalah terletak 

pada pasal 7 ayat (1), yang didalam Undang-Undang perkawinan 

menyebutkan bahwa perkawinan yang boleh terjadi hanya dapat dilakukan 

apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun, dan perempuan berusia 16 

tahun. Kemudian hal ini berubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019, yakni perkawinan yang boleh terjadi jika laki-laki telah berusia 19 

Tahun, dan perempuan juga telah berusia 19 tahun. Apabila umur kurang dari 

19 tahun baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka dapat mengajukan 

dispensasi nikah. 

 

                                                           
32 Abd Shamad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, 271 
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Penghayat kepercayaan adalah tiap-tiap orang yang meyakini serta 

mengakui adanya nilai-nilai penghayat kepercayaan pada Tuhan Yang Maha 

Esa33. Terlepas dari istilah penghayat kepercayaan di keduanya, masih 

sebutan lainnya seperti agama minoritas, agama lokal dan masih banyak 

istilah-istilah lainnya, meskipun dengan banyaknya makna dan istilah yang 

berbeda, akan tetapi masih dengan tujuan dan maksud yang sama.34 

Penghayat Kepercayaan pada masa orde lama dan orde baru tidak memiliki 

wadah atau instansi didalamnya, kemudian pada masa reformasi terdapat 

perkembangan pada instansi pemerintah dalam menaungi Kepercayaan dan 

penghayat kepercayaan. 

Pada masa orde baru pengaturan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 

1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama diperkuat 

dengan TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang Garis-Garis Besar Haluan 

Negara, didalamnya menjelaskan aliran kepercayaan bukanlah agama, dan 

tidak akan dijadikan agama. Pada masa orde baru dikeluarkannya surat 

menteri dalam negeri NO.477/2535 PUOD, yang mana didalamnya 

menjelaskan selain enam agama yang diakui negara Indonesia, maka 

pencatatan perkawinan tidak tercatat, hal ini dikarenakan perundang-

undangan telah mengatur pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan pada 

                                                           
33 Pasal 1 Peraturan Presiden, Nomor 1 Tahun 1965 
34 Kementerian dan Kebudayaan, Landasan dan Kewajiban yang Harus Dimiliki Bagi Kadang 

Penghayat, 1 Agustus 2018, diakses pada 25 Agustus 2021, 

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-

dimiliki-bagi-kadang-penghayat/  

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-dimiliki-bagi-kadang-penghayat/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/landasan-dan-kewajiban-yang-harus-dimiliki-bagi-kadang-penghayat/
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ketentuan agama35. Sehingga secara garis besar, pada masa orde baru 

menolak adanya penghayat kepercayaan, yang mana hal ini sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta menolak pencatatan perkawinan 

selain enam agama yang telah diakui oleh negara Indonesia.  

Pada masa reformasi terdapat perubahan sistem tata negara, hal ini 

terlihat dari amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana 

dalam pembahasannya terdapat kebebasan meyakini kepercayaan.36 Selain itu 

pada masa reformasi munculnya lembaga Mahkamah Konstitusi. Masa 

reformasi ini cenderung mengakui adanya penghayat kepercayaan dan 

memberikan jaminan terhadap kebebasan meyakini suatu kepercayaannya 

sesuai dengan hati nurani.  

Amandemen UUD 1945 khususnya menyangkut hak asasi dalam 

pasal 28E ayat (2) menyatakan yang menyatakan; “setiap orang berhak atas 

kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 

dengan hati nuraninya”.  Dengan demikian, konstitusi kita memberikan 

jaminan atas kebebasan meyakini kepercayaan yang sesuai dengan hati 

nuraninya.  Jaminan tersebut menjadi dasar bagi perubahan sikap  pemerintah 

terhadap penghayat kepercayaan maupun sistem kepercayaan lainnya.  

                                                           
35 Soedarto, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat, 

Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 2, Oktober (2019), file:///C:/Users/DELL/Downloads/26628-

76054-1-PB.pdf  
36 Pasal 28E ayat 2 Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

about:blank
about:blank
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Kecenderungan mengakui adanya penghayat kepercayaan dalam 

memberikan hak konstitusinya di masa reformasi, menjadikan penganut 

penghayat kepercayaan dapat melakukan pencatatan perkawinan yang 

sebelumnya tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan, sehingga 

pencatatan perkawinan sebelum masa reformasi dilakukan dengan 

memaksakan diri untuk mengakui kepada salah satu agama yang telah diakui 

oleh negara. Hal ini merupakan perbuatan yang mengingkari terhadap 

keyakinan penganut penghayat kepercayaan. Hal ini dibuktikan setelah 

adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yakni 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Administrasi 

Kependudukan.  

Kaitannya dengan perkawinan dalam penghayat kepercayaan adalah 

perkawinan penghayat kepercayaan merupakan bentuk perkembangan 

kebijakan pemerintah. Hal ini sebagai bentuk adanya pengakuan dalam 

kesetaraan penghayat kepercayaan di mata hukum dalam memperoleh 

pelayanan publik. Pada mulanya perkawinan yang terdaftar di Indonesia ialah 

perkawinan berdasarkan agama yang resmi atau yang telah diakui oleh negara 

Indonesia, yang mana hal tersebut sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 

1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan 

Agama menyebutkan terdapat enam agama yang telah diakui dan resmi yakni 

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.37 Sehingga PNPS 

                                                           
37 Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (PNPS) 
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menjadi dasar seputar agama dan kepercayaan, namun didalamnya tidak 

dijelaskan secara jelas makna “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga 

presiden Soekarno yang telah mengeluarkan Penetapan Presiden tersebut 

secara tidak langsung, hanya mengakui perkawinan yang didasari enam 

agama, maka pada saat itu tidak mengenal perkawinan penghayat 

kepercayaan.38 

Putusnya perkawinan jika dilihat dari Undang Undang Nomor 

tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 hal yakni, Kematian, Perceraian, 

Putusan Pengadilan39. Perkawinan dan perceraian merupakan hal yang 

berbeda, yang mana pada sebelumnya telah dijelaskan terkait dengan definisi 

perkawinan. Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan. Terjadinya 

perceraian berarti bentuk gagalnya suatu pernikahan.40 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya menjelaskan terkait dengan perkawinan, 

namun juga perceraian. seperti dalam pasal 39 yang menjelaskan sebagai 

berikut41 :  

a. “Bahwa perceraian dapat dilakukan hanya di depan pengadilan 

yang bersangkutan, dan Hakim telah berupaya untuk 

mendamaikan kedua belah pihak.  

b. Perceraian dilakukan disertai dengan alasan, diantaranya tidak 

terciptanya kerukunan di antara suami dengan istri layaknya 

hubungan suami istri pada umumnya.  

c. Pelaksanaan perceraian hanya terjadi di depan sidang yang telah 

diatur dalam perundang-undangan.” 

                                                           
38 Soedarto, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat, 

Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 2, Oktober (2019), file:///C:/Users/DELL/Downloads/26628-

76054-1-PB.pdf 
39Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
40Doni Yanuar, Perceraian dan Akibat Hukum dan Solusi Perceraian, (Jakarta: Hukum 

Publishing, 2019), 11 
41Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

about:blank
about:blank
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Dari pasal tersebut, maka dapat dipahami bahwa perceraian hanya 

dapat dilakukan di depan hakim saat persidangan. Sehingga diperlukannya 

mengajukan gugatan ke pengadilan yang bersangkutan. Dalam  pengajuan 

gugatan kepada pengadilan, lebih dahulu harus mengetahui alasan-alasan 

perceraian yang dapat dijadikan gugatan dalam pengadilan. Maka dalam 

Kompilasi Hukum Islam pasal 116 telah dijelaskan, yakni berbunyi42 :  

a. “Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi, pemadat, 

pemabuk, penjudi, dan lain-lainya yang sukar disembuhkan. 

b. salah satu pihak pergi tanpa izin pihak lain dengan kurun 

waktu dua tahun dan pergi tanpa adanya alasan yang sah. 

c. Salah satu pihak menjalani hukuman penjara dengan kurun 

waktu lima tahun ataupun hukuman yang lebih berat setelah 

perkawinan berlangsung.  

d. Salah satu pihak telah berbuat kekejaman ataupun 

penganiayaan dengan kategori yang dapat membahayakan 

pihak lain.  

e. Salah satu pihak cacat ataupun penyakit yang mengakibatkan 

pihak tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai 

suami maupun istri pada umumnya.  

f. Terjadinya perselisihan antara suami dan isteri secara terus-

menerus, dan tidak terdapat harapan untuk hidup rukun 

kembali dalam rumah tangga suami istri. 

g. Suami menyalahi atau melanggar taklik-talak.  

h. Berpindahnya agama atau murtad yang dapat mengakibatkan 

terjadinya perselisihan dan tidak rukunnya rumah tangga.” 

Maka dapat dipahami bahwasanya perceraian yang dilakukan di 

Pengadilan Agama harus berdasarkan dengan alasan-alasan yang ada di pasal 

116 KHI. Alasan-alasan tersebut merupakan alasan kuat dan alasan yang 

benar-benar menurut hukum. Hal ini dikarenakan agar masyarakat tidak 

menjadikan perceraian sebagai jalan utama dalam menyelesaikan permasalah 

rumah tangga ataupun sengketa perkawinan. 

                                                           
42 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 



 

 

32 
 

   

D. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mempunyai 

tugas dan kewenangan dalam memberi putusan pada tingkat pertama dan 

terakhir. kewenangan dalam Mahkamah Konstitusi telah tertulis didalam 

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni berbunyi;43 

1. “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : 

a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

c. Memutuskan pembubaran partai politik; 

d. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum” 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 

merupakan pengajuan suatu permohonan dari penganut penghayat 

kepercayaan dan juga telah dilakukannya pencatatan dalam buku registrasi 

perkara Konstitusi yang diberi nomor 97/PUU-XIV/2016. Didalamnya 

sudah mengalami perbaikan dan dipegang oleh kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi. Seperti yang telah dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan hasil uji materil terhadap pasal 61 

ayat (1), (2), dan pasal 64 ayat (1), (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan.  

                                                           
43 Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 
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Ruang lingkup uji materil terhadap Undang-Undang Tentang 

Administrasi Kependudukan terletak pada pasal 61 ayat (1), (2) dan pasal 

64 ayat (1),(5).44 Didalam pasal tersebut bertuliskan bahwasanya penganut 

penghayat kepercayaan ataupun penganut lainnya yang belum diakui oleh 

perundang-undangan, maka dalam pengisian kolom agama dikosongkan 

atau penggunaan tanda strip dalam pengisian kolom agama tersebut, akan 

tetapi tetap dilakukannya pencatatan kolom agama dalam database nya. 

Sehingga dengan pengosongan kolom agama yang terdapat dalam identitas 

diri pembuatan Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

menjadikan penganut penghayat kepercayaan merasa terdiskriminasi dan 

tidak terpenuhinya dalam mendapatkan hak konstitusinya.45  

Seperti yang telah diketahui, bahwasanya agama merupakan 

identitas diri yang melekat pada setiap masyarakat, sehingga dalam 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E ayat (2) dan pasal 29 ayat 

(2) menjelaskan bahwa adanya kebebasan beragama dan kepercayaan telah 

dijamin oleh konstitusi. Kemudian, terkait dengan kebebasan beragama 

dan kepercayaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang didalamnya 

menjelaskan bahwa salah satu peran negara adalah menjamin adanya hak 

                                                           
44 Winda Wijayanti, Penghayat Kepercayaan Perlindungan Hukum Melalui Hukum Adminitarsi, 

27 
45Dajaha S Meliala, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi, 34 
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penganut kepercayaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran 

kepercayaan46.  

Sehingga jelas bahwasanya pasal 61 ayat (1), (2) dan pasal 64 

ayat (1), (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 28D 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang 

mana UUD Tahun 1945 tersebut merupakan suatu hal yang fundamental 

terhadap pembangunan konsensus politik.47 Maka hal tersebut menjadi 

dasar dalam pengajuan permohonan uji materil terhadap UU Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang 

Administrasi Kependudukan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.  

Apabila dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016, maka dapat diketahui alasan-alasan permohonan 

dalam putusan tersebut tentang uji materiil terhadap UU Tentang 

Administrasi Kependudukan. Alasan Permohonan dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yakni tertulis sebagai 

berikut;48  

1. “Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan 

ayat (5) UU Administrasi Kependudukan Bertentangan dengan 

Prinsip Negara Hukum Yang Dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945 

2. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Juncto Pasal 64 ayat (1) 

dan (5) UU Administrasi Kependudukan Bertengah dengan 

                                                           
46Muwafiq Jufri, Perbandingan Pengaturan Hak dan Kebebasan Beragama Antara Indonesia 

dengan Majapahit, 17 
47Jimly Asshiddiqie, Peradilan Etika dan Etika Konstitusi, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), 246 
48 Putusan Mahkamah Konstitusi Ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2) dan Pada Pasal 64 ayat (1), (5) 

UU Adminitrasi Kependudukan 
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Kepastian Hukum dan Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum 

yang Dijamin Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.  

3. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2),  dan Pada Pasal 64 ayat (1), (5) 

UU Administrasi Kependudukan Melanggar Jaminan Kesamaan 

Negara di Hadapan Hukum yang Dijamin Pasal 27 ayat (1) UUD 

1945.  

4. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), (2),  dan Pada Pasal 64 ayat (1), (5) 

UU Administrasi Kependudukan Bertentangan dengan Hak Bebas 

Atas Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif Atas Dasar Apapun 

yang Dijamin dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 194” 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang 

diajukan oleh penganut penghayat kepercayaan terhadap uji materil pasal 

61 ayat (1), (2) dan pasal 64 ayat (1), (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan yang telah mengalami perubahan menjadi UU Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Uji materil tersebut 

bermula dari pengisian kolom agama terhadap penganut penghayat 

kepercayaan ataupun agama yang belum diakui oleh perundang-undangan 

negara. Kemudian setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016, maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Yang didalamnya 

terdapat pencatatan Perkawinan terhadap Penghayat Kepercayaan.  
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BAB III 

PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN 

A. Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan dengan 

ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan yang menjadikan mereka berdua pasangan suami istri dengan 

tujuan membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia yang dilandasi 

ke Tuhanan Yang Maha Esa49. Dalam perkawinan itu sendiri juga telah 

diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang 

mana telah dijelaskan bahwa ‘Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu’.50  

Kalau yang selama ini kalimat “agamanya dan kepercayaannya itu” 

merujuk pada perbedaan pemahaman teks kitab suci agama, maka dalam  

Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019, agama dan kepercayaan 

dimaknai dua hal yang berbeda. 

Perkawinan penghayat kepercayaan sebelumnya tidak dapat 

dicatatkan, dikarenakan tidak terdapatnya pengaturan terhadap penghayat 

kepercayaan itu sendiri, hingga sampai pada reformasi yang cenderung 

mengakui adanya penghayat kepercayaan dalam mendapatkan hak 

konstitusinya. Hal ini dibuktikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 yakni dikeluarkannya Peraturan Pemerintah 

                                                           
49 Pasal 1  UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  Perkawinan Beda Agama dan 

Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 13 
50 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 



 

 

37 
 

Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan.   

Didalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat pengaturan 

pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan, sehingga secara 

tidak langsung perkawinan penghayat kepercayaan telah diakui secara 

hukum. Perkawinan penghayat kepercayaan terdapat perbedaan antara 

sebelum dan sesudah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016. Perbedaan tersebut menyangkut masyarakat Indonesia 

yang berhak dalam mendapatkan hak konstitusionalnya. seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan hasil uji materil terhadap Pasal 61 

ayat (1) dan (2) dan pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Tentang Administrasi Kependudukan.  Perubahan tersebut meliputi: 

1. Institusi Terkait Perkawinan Penghayat Kepercayaan 

Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik 

yang diberikan oleh negara kepada masyarakat, hal ini tidak terkecuali 

penghayat kepercayaan. Maka dalam pelaksanaan pelayanan publik 

penghayat kepercayaan harus juga dijangkau secara adil, sehingga 

diperlukannya pendataan terhadap organisasi penghayat kepercayaan. 

Menurut Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 
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tercatat 187 organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar51, dan 

diperkirakan terdapat organisasi penghayat kepercayaan yang belum 

terdaftar, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama 

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor 

43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

Di Dalam peraturan tersebut berkaitan dengan pelayanan 

ditujukan kepada penghayat kepercayaan. Pelayanan yang 

dimaksudkan ialah administrasi organisasi penghayat kepercayaan, 

pemakaman, dan sarasehan ataupun dengan penyebutan lainnya.52 

Pemenuhan peraturan tersebut mengakibatkan organisasi penghayat 

kepercayaan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), 

sehingga diperlukannya pengurusan SKT terhadap organisasi 

penghayat kepercayaan. Dalam hal  ini yang berwenang dalam 

mengeluarkan SKT tingkat provinsi adalah gubernur, sedangkan dalam 

tingkat kota-kabupaten dikeluarkan oleh bupati. Kedudukan dari SKT 

tersebut sebagai bentuk tanda bukti terhadap penghayat kepercayaan 

yang berkaitan dengan pendataan pendaftaran penghayat kepercayaan, 

dan juga sebagai penetapan pemuka penghayat kepercayaan sebagai 

syarat dilakukannya perkawinan penghayat kepercayaan. Adapun 

                                                           
51 Kompas, 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Indonesia, diakses pada 9 

November 2017, pukul 12:19 https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-

kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all, 
52Pasal 2 ayat (2), Peraturan Bersama Menteri Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Terhadap Penghayat Kepercayaan  

https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all
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persyaratan dalam mendapatkan SKT telah diatur dalam Peraturan 

Bersama Menteri nomor 43 dan 41 yakni;53  

“(2) Penerbitan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

persyaratan sebagaimana berikut:  

a. akte pendirian yang dibuat oleh notaris;  

b. program kerja ditandatangani ketua sekretaris; 

c. surat keputusan Pendiri atau hasil musyawarah nasional atau 

sebutan lainnya yang menyatakan susunan kepengurusan;  

d. SKT minimal di 3 (tiga) Kabupaten/Kota;  

e. foto copy Surat Keterangan Terinventarisasi; 

f. riwayat hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 X 6 cm, 

fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang 

terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara masing-masing 

sebanyak 1 lembar:  

g. formulir isian; 

h. data lapangan; 

i. foto tampak depan dengan papan nama alamat 

kantor/secretariat; 

j. Nomor Pokok Wajib Pajak;  

k. Surat Keterangan Domisili ditandatangani oleh lurah dan camat;  

l. surat kontrak / izin pakai tempat bermaterai cukup;  

m. surat keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal 

dengan bermaterai cukup yang ditandatangani ketua dan 

sekretaris; dan 

n. surat keterangan bahwa organisasi tidak berafiliasi dengan 

partai politik dengan bermaterai cukup yang ditandatangani 

ketua dan sekretaris.” 

 

Kemudian dilanjut dalam pasal 7 yakni:54 

“Surat Keterangan Terinventarisasi sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (2) huruf e dan pasal 6 ayat (2) huruf d diajukan 

oleh pengurus organisasi kepada Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata melalui dinas/lembaga/unit kerja yang mempunyai tugas 

dan fungsi menangani kebudayaan dengan melampirkan persyaratan 

sebagai berikut: 

a. formulir isian A, A1, dan A2;  

b. AD/ART;  

c. ajaran tertulis; 

d. susunan pengurus;  

e. daftar nominatif anggota;  

                                                           
53Pasal 6 ayat (2), PBM Nomor 43 dan 41 Tahun 2009,  
54 PBM Nomor 43 dan 41 Tahun 2009, pasal 7 
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f. program kerja; dan  

g. riwayat hidup sesepuh.“ 

 

Pendaftaran organisasi penghayat kepercayaan merupakan 

kewajiban suatu organisasi,  yang pendaftaran tersebut negara 

berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan apa yang 

menjadi hak pelayanan oleh negara.  Dengan telah terdaftarnya 

organisasi penghayat kepercayaan, maka dapat dilakukannya 

pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, sebelum dilakukannya 

perkawinan terhadap penghayat kepercayaan, maka dapat dipastikan 

organisasi penghayat kepercayaan tersebut telah terdaftar. Hal ini 

dikarenakan salah satu prosedur pencatatan perkawinan ialah 

perkawinan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan yang 

telah terdaftar.55 Sehingga institusi yang berwenang adalah pemerintah 

pelaksana teknis pada tingkat pusat yakni Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan melalui dinas pemerintahan baik dalam tingkat 

Kabupaten/Kota ataupun Provinsi yang dilakukan oleh teknisi masing-

masing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.56  

Menindaklanjuti institusi terkait perkawinan penghayat 

kepercayaan terhadap penghayat kepercayaan yakni dilakukan di 

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,57 yang dalam 

                                                           
55 pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019  
56 Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata No.43 dan No.41 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
57 Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019  
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pencatatan tersebut dapat ketentuan-ketentuan diatur dalam pasal 40 

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang berbunyi:  

“Pencatatan Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. “Pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 

memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada 

pasangan suami istri; 

b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan 

dan menyerahkannya kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan 

menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan 

menggunakan perangkat pembaca KTP-el dan melampirkan 

dokumen: 

i. 1. surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya; 

ii. 2. pasfoto suami dan istri; 

iii. 3. akta kelahiran; dan  

iv. 4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan/ atau istri bagi 

orang asing. 

c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi 

terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan 

perkawinan dan dokumen yang dilampirkan; 

d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi 

dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat 

Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan 

menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan  

e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d 

diberikan masing-masing kepada suami dan istri." 

 

Dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut dapat 

dipahami bahwasanya hak konstitusional penghayat kepercayaan telah 

didapat oleh penganut penghayat kepercayaan pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sehingga 

perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dapat dilakukan di 
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Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pasal 40 ayat (1).  

2. Prosedur Perkawinan Penghayat Kepercayaan  

Pada masa orde lama dan orde baru, penghayat kepercayaan 

mengalami banyak diskriminasi dalam mendapatkan hak-hak sipil dan 

konstitusinya. Yang mana kebebasan dalam beragama dan kepercayaan 

telah diatur dalam UUD Tahun 1945 yakni58:  

a. Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang 

berbunyi: 

‘(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, 

menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;’ 

b. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang 

berbunyi: 

‘(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu;’ 

Penghayat kepercayaan tidak diakui pada masa orde lama dan 

orde baru, sehingga dalam perkawinan bagi penghayat kepercayaan 

tidak dapat dilakukannya pencatatan perkawinan, maka secara tidak 

langsung tidak terdapat prosedur ataupun tata cara perkawinan 

penghayat kepercayaan itu sendiri. Akan tetapi pada masa reformasi 

sampai sekarang, terdapat kebijakan-kebijakan terkait dengan 

                                                           
58 Meliala Dajaha S, Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi, 34 
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penghayat kepercayaan, yang salah satunya adalah administrasi 

kependudukan, pencatatan perkawinan, dan tata cara perkawinan 

penghayat kepercayaan. Tata Cara tersebut telah diatur dalam PP 

Nomor 40 Tahun 2019, yakni sebagai berikut:59   

(1) “Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat 

kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.  

(2) Pemuka penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan 

ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.  

(3) Organisasi dan pemuka penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara 

teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa.  

(4) Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan 

menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”  

Dari peraturan tersebut maka seperti yang telah dijelaskan 

pada Peraturan Bersama Menteri Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 

Tentang Pedoman Terhadap Penghayat Kepercayaan, maka organisasi 

penghayat kepercayaan sudah dulu terdaftar. Kemudian 

menindaklanjuti dari Peraturan tersebut maka dapat dipahami 

bahwasanya perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di depan 

pemuka penghayat kepercayaan, yang juga organisasi penganut 

penghayat kepercayaan tersebut telah mendapatkan SKT. Sebaliknya 

organisasi kepercayaan yang belum terdaftar, tidak dapat ditentukan 

                                                           
59Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019  
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siapa pemuka penghayat kepercayaan tersebut. Di sinilah letak 

pentingnya pendaftaran, yakni sebagai penertiban administrasi. 

3. Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan 

Pada masa orde baru ini ditandai dengan pergantian 

presiden yakni majunya presiden Soeharto menggantikan presiden 

Soekarno. Pada masa orde dikeluarkannya Surat Edaran Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia No. R-551/D.1/5/1981. Dikeluarkannya 

Surat Edaran Kejaksaan Agung tersebut terkait dengan perkawinan 

antara laki-laki dengan perempuan terhadap penghayat kepercayaan. 

Yang didalamnya menjelaskan sebagaimana berikut60 : 

a. ”Perkawinan menurut aliran kepercayaan tidak ada; 

b. Perkawinan yang diakui menurut negara hanya pada perkawinan 

menurut peraturan perundang-undangan; 

c. Permohonan penganut kepercayaan dalam melakukan perkawinan 

menurut cara-cara mereka sendiri supaya ditolak; 

d. Bagi yang melanggar atau menyimpang dari peraturan 

Perundang-Undangan, dapat disadarkan mengikuti peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;” 

 

Perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 adanya 

diskriminasi dalam mendapatkan hak konstitusinya, secara tidak 

langsung pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan tidak 

dapat dilakukan, hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur bahwa pelaksanaan perkawinan berdasarkan peraturan 

                                                           
60Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. R-551/D.1/5/1981 
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perundang-undangan yang berlaku.61 Apabila penghayat kepercayaan 

tetap melakukan perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan harus 

berdasarkan tatacara agama yang telah diakui negara Indonesia. 

Menindaklanjuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang merupakan hasil uji materiil terhadap 

Pasal 61 ayat (1) dan (2), pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang 

telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Di Dalam Putusan 

tersebut terkait dengan pengosongan agama bagi penghayat 

kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP). Dari putusan tersebut lahirlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 

40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan. 

Pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan telah 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yakni 

sebagai berikut62:  

(1) “pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan 

pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) 

                                                           
61Zamroni M, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan,), 144 
62Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019  
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hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.  

Sehingga dapat dipahami jika perkawinan penghayat 

kepercayaan dapat dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu juga diatur terkait 

ketentuan-ketentuan dalam pencatatan perkawinan, hal ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, yakni sebagai 

berikut;63  

(2) “Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan ketentuan:  

a. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memberikan formulir 

pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;  

b. pasangan suami istri mengisi formulir pencatatan perkawinan 

dan menyerahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil dengan 

Menunjukkan KTP-el untuk dilakukan pembacaan KTP-el dan 

Melampirkan dokumen;  

1. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dengan menunjukkan aslinya; 

2. pas foto suami dan istri; 

3. akta kelahiran; dan  

4. dokumen perjalanan luar negeri suami dan /atau istri bagi 

orang asing. 

c. Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi 

terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan 

perkawinan dan dokumen yang dilampirkan;  

d. berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian data hasil verifikasi 

dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pejabat 

Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan 

menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan  

e. kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf d 

diberikan masing-masing kepada suami dan istri”  

 

                                                           
63Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019  
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Dapat dipahami bahwa dengan adanya pencatatan 

perkawinan guna untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap 

perkawinan yang sah secara hukum, dan masyarakat Indonesia yang 

melakukan pencatatan perkawinan mendapatkan perlindungan hukum 

serta pengakuan dari negara, sehingga negara tidak hanya mengakui 

perkawinannya akan tetapi juga berkewajiban melindungi secara 

hukum terhadap perkawinan yang telah tercatat dalam pelayanan 

publik administrasi negara. Adapun bentuk perlindungan negara 

terhadap  perkawinan tercatat  yakni apabila terjadi  pelanggaran  

hukum baik dalam ranah perdata maupun pidana, negara dapat 

memberikan perlindungan.  

Ruang lingkup dari pelanggaran hak dalam ranah perdata 

yang terjadi pasca perkawinan seperti pelanggaran kewajiban 

pemberian nafkah, memberi perlindungan terhadap istri dan anak, 

serta kewajiban lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan.  Demikian juga ketika perkawinan harus berakhir dengan 

perceraian, maka dengan perkawinan yang dicatatkan mendapat 

perlindungan hukum terhadap hak atas harta pencaharian bersama 

(harta bersama).  Termasuk dari perlindungan hukum adalah jika salah 

satu pihak meninggal dunia, maka janda atau duda yang masih hidup 

mendapatkan perlindungan hak atas harta peninggalan. 

Sedangkan perlindungan dalam ranah pidana, apabila terjadi 

pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga, dapat 
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dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Termasuk dalam 

kategori kekerasan dalam rumah tangga adalah;64 

(a) kekerasan fisik;  

(b) kekerasan psikis;  

(c)  kekerasan seksual;  

(d)  penelantaran rumah tangga. 

Kemudian dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 

2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat dipahami 

bahwasanya secara tidak langsung penghayat kepercayaan telah 

mendapatkan kesamarataan terhadap hak konstitusinya dengan enam 

agama yang diakui oleh negara, dan kesamarataan tersebut hanya 

seputar dalam mendapatkan hak konstitusinya berupa tercantumnya 

kolom agama dalam KTP dan KK yang mengakibatkan kemudahan 

dalam mendapatkan hak-hak lainnya seperti mendapatkan pekerjaan, 

pendidikan, pinjaman uang, dan juga dan memiliki legalitas dalam 

melakukan pencatatan perkawinan seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya.  

B. Perceraian Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 

                                                           
64 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga. 
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Perceraian merupakan putusnya perkawinan yang dilakukan 

dihadapan hakim. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, yang didalamnya menjelaskan bahwasanya 

perceraian hanya dapat dilakukan di depan hakim saat persidangan. 

Sehingga perlu mengajukan gugatan ke pengadilan yang bersangkutan.  

Di Indonesia terdapat empat peradilan, salah satunya, yakni 

peradilan agama dan peradilan umum, yang masing-masing dari peradilan 

tersebut terdapat kewenangan-kewenangan tersendiri. Peradilan itu sendiri 

merupakan suatu proses dalam mengadili ataupun upaya dalam mencari 

suatu keadilan terhadap sengketa hukum yang dilakukan di peradilan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku.65 Dari segi bahasa, makna peradilan 

dan pengadilan berbeda, yakni makna peradilan ialah suatu prosesnya 

penyelesaian persengketaan yang sesuai dengan tugas fungsi dan 

wewenangnya, sedangkan makna pengadilan adalah institusi, badan atau 

lembaga dalam menyelesaikan sengketa hukum ataupun tempat mengadili, 

yang didalamnya terdapat kekuasaan kehakiman dan kewenangan absolut 

dan relatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.66  

Jika dilihat dari distribusi kewenangan pengadilan agama 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, yang kemudian Undang-Undang tersebut telah mengalami 

                                                           
65Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, (Malang : Setara Press, 2014), 4 
66 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, 4 
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perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama. Kewenangan-kewenangan pengadilan agama, yakni67:  

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang:  

a. perkawinan; 

b. waris, wasiat; 

c. hibah; 

d. wakaf 

e. zakat; 

f. infaq; 

g. shadaqah; dan  

h. ekonomi syariah”. 

Dari kewenangan-kewenangan pengadilan agama tersebut, 

terdapat kewenangan dalam bidang perkawinan.  Ruang lingkup 

dalam bidang perkawinan dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, bagian kedua yakni Pemeriksaan Sengketa Perkawinan 

yang didalamnya menjelaskan seputar perceraian, cerai talak, cerai 

gugat dan cerai gugat alasan zina. Maka dapat dipahami bahwa 

pengadilan agama berwenang menyelesaikan sengketa hukum 

terhadap masyarakat yang beragama Islam, sehingga masyarakat 

selain Islam dapat menyelesaikan sengketa hukum ke pengadilan 

negeri.  

Sedangkan kewenangan-kewenangan dalam pengadilan 

negeri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

yakni berbunyi sebagai berikut “Pengadilan Negeri bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana 

                                                           
67Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
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dan perkara perdata di tingkat pertama”68 sehingga dapat dipahami 

bahwa pengadilan negeri dapat menyelesaikan perkara hukum baik 

dalam ranah pidana maupun perdata.   

Seperti yang telah dijelaskan, distribusi kewenangan 

pengadilan agama hanya dikhususkan kepada masyarakat yang 

beragama Islam, sedangkan perceraian penghayat kepercayaan tidak 

didasari oleh agama Islam, sehingga perceraian tersebut dilakukan di 

peradilan umum atau pengadilan negeri. Hal ini sesuai dengan 

distribusi kewenangan antara pengadilan agama dengan pengadilan 

negeri. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

terdapat kebebasan dalam beragama dan kepercayaan, hal ini 

dimungkinkan penghayat kepercayaan beralih keyakinan menjadi 

pemeluk agama pada salah satu agama yang diakui yakni, Islam, 

Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, Budha. Oleh karena itu terdapat 

beberapa kemungkinan yang terjadi, yakni:  

a. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan penghayat kepercayaan 

kemudian di pertengahan perkawinan beralih keyakinan menjadi 

penganut agama dari salah satu agama yang diakui negara. 

b. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan salah satu agama yang 

diakui negara, di pertengahan perkawinan beralih keyakinan 

menjadi penganut penghayat kepercayaan. 

                                                           
68 Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
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c. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan penghayat kepercayaan, 

kemudian salah satu pasangan suami istri beralih keyakinan 

menjadi penganut salah satu agama yang diakui negara.  

Telah dijelaskan bahwa kewenangan pengadilan negeri 

meliputi penyelesaian sengketa hukum baik dalam ranah pidana 

maupun perdata. Kemungkinan pertama, perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan penghayat kepercayaan, kemudian di pertengahan 

perkawinan beralih keyakinan menjadi penganut agama dari salah satu 

agama yang diakui. Misalkan pasangan suami istri beralih ke agama 

Islam, jika di pertengahan perkawinan terdapat persengketaan yang 

berujung perceraian, maka perkara tersebut didasarkan pada hubungan 

hukum saat dilakukannya perkawinan yakni peradilan negeri.69 Hal ini 

dikarenakan hubungan hukum perkawinan dalam pencatatannya 

dilakukan di kantor Catatan Sipil, sehingga perkara tersebut 

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.  

Kemungkinan kedua, perkawinan dilakukan berdasarkan 

pada salah satu agama yang diakui, kemudian di pertengahan 

perkawinan beralih keyakinan menjadi penghayat kepercayaan. 

Misalkan pasangan tersebut di awal perkawinan beragama Islam, 

kemudian beralih menjadi penghayat kepercayaan. Jika terjadi 

sengketa perkawinan yang berujung perceraian, maka dalam 

penyelesaiannya sama dengan kasus pertama, hal ini dapat dilihat dari 

                                                           
69 Zaenal Abidin Abu Bakar, cet.5, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam 

Lingkungan Peradilan Agama , (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001),  
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hubungan hukum saat dilakukannya perkawinan.70 Dalam kasus 

tersebut pasangan suami istri saat melakukan perkawinan beragama 

Islam, sehingga dalam pencatatan perkawinan dilakukan di KUA, 

maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, 

dan dalam penyelesaiannya juga menggunakan hukum Islam 

meskipun pasangan suami istri tersebut sudah beralih menjadi 

penghayat kepercayaan.  

Kemungkinan ketiga, perkawinan yang dilakukan 

berdasarkan penghayat kepercayaan, kemudian salah satu pasangan 

suami istri beralih keyakinan menjadi penganut salah satu agama yang 

diakui negara. Misalkan dalam kasus ini istri yang beralih agama 

menjadi agama Islam. Jika terjadi sengketa perkawinan yang berujung 

perceraian, maka dalam penyelesaiannya sama dengan kemungkinan 

pertama dan kedua, hal ini dapat dilihat dari hubungan hukum saat 

terjadinya perkawinan. Dalam kasus ini istri beralih dari penghayat 

kepercayaan menjadi agama Islam, sehingga hal ini masuk dalam 

kewenangan pengadilan negeri, dikarenakan hubungan hukum saat 

terjadinya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan, sehingga 

dalam pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil.  

Dari tiga kemungkinan tersebut dapat dipahami, bahwasanya 

perceraian dilakukan berdasarkan bukti perkawinannya. Yang 

maksudnya adalah, apabila perkawinan dilakukan atau dikeluarkan 

                                                           
70 Zaenal Abidin Abu Bakar, cet.5, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam 

Lingkungan Peradilan Agama , 244 
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oleh catatan sipil, maka  perceraian tersebut menjadi kewenangan 

pengadilan negeri, dan apabila perkawinan dilakukan atau dikeluarkan 

oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka perceraian tersebut menjadi 

kewenangan pengadilan agama. Perkawinan yang didasarkan pada 

KUA itu dilihat dari asas personalitas keIslaman, yang maksudnya 

ialah hukum yang diberlakukan hanya kepada masyarakat yang 

beragama Islam.71 

Sehingga agama non-Islam tidak dapat tunduk ataupun 

dipaksa tunduk dalam kekuasaan Peradilan Agama.72 Secara tidak 

langsung personalitas keIslaman tidak terlepas dengan undang-undang 

peradilan agama yang menjelaskan bahwasanya hanya penganut 

agama Islam yang patuh dan tunduk dalam kekuasaan peradilan 

agama. Yang menjadi rujukan dalam personalitas keIslaman yakni 

pertama Hukum Islam, yang mana didalamnya diambil dari kitab 

Fikih, fatwa-fatwa ulama, Putusan Pengadilan Agama, dan 

Perundang-Undangan Negeri Muslim. Kedua, Hukum Keperdataan 

yang mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama 

No 7 Tahun 1989. Ketiga, Pengadilan Agama sebagai tempat 

penyelesaian terhadap permasalahan sengketa dalam ranah 

keperdataan.73 

                                                           
71 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Pustaka 

Kartini, 2000), 37 
72 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), 

59 
73 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2008), 349 
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Pemaknaan personalitas keIslaman secara meluas yakni 

perkara yang disengketakan merupakan perkara-perkara perdata 

tertentu yakni meliputi perkawinan, hibah, wasiat, waris, infaq, 

shadaqah, zakat dan ekonomi syariah, selain itu hubungan hukum 

dalam hukum perdata merupakan hukum Islam serta pihak yang 

berperkara dalam persengketaan juga sama-sama penganut agama 

Islam. Hal ini juga telah tertulis dalam Undang-Undang Peradilan 

Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 2 bab 1 yakni berbunyi “Peradilan 

Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat 

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata 

tertentu”74. Sehingga dari pasal tersebut terdapat kata perkara perdata 

tertentu, yang mana hal ini menunjukkan bahwa personalitas 

keIslaman sifatnya khusus bukan bersifat umum.  

Menindaklanjuti terkait dengan asas personalitas keIslaman, 

telah dilampirkan dalam surat Mahkamah Agung yang dikeluarkan 

lebih tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1983, yang mana didalamnya 

menjelaskan terdapat penegasan terhadap kewenangan-kewenangan 

Pengadilan Agama, khususnya pada perkara perkawinan. Apabila 

perkawinan dilakukan berdasarkan agama Islam, maka perkara 

didalamnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama meskipun 

pasangan suami istri ataupun salah satu pasangan suami istri tersebut 

                                                           
74Undang-Undang Peradilan Agama pasal 2 Bab 1 bagian ke 2 
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beralih agama atau beralih ke penghayat kepercayaan. Sehingga 

personalitas keIslaman tidak terlepas dari hubungan hukum awalnya.75  

Dasar lainnya terkait dengan asas personalitas keIslaman juga 

terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 725 K/ Sip/1976, 

yang mana didalamnya menjelaskan bahwasanya apa yang terjadi 

didalam permasalahan atau sengketa hukum perkawinan, maka 

didasarkan ada hubungan hukum saat dilakukannya perkawinan 

tersebut, berarti tidak didasarkan pada agama yang dianut saat 

terjadinya sengketa76. Apabila perkawinan dilakukan berdasarkan 

agama Islam kemudian terjadi sengketa perkawinan yang berujung 

perceraian, maka dalam yuridiksinya tetap menjadi kewenangan 

peradilan agama serta dalam penyelesaian sengketa permasalahan 

tersebut juga diselesaikan dengan hukum Islam. Hal ini juga berlaku 

sebaliknya.  

Adapun penganut kepercayaan yang akan bercerai, tetap 

mengacu pada Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 yang telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974.  Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut 

dijelaskan secara limitative (tertentu) mengenai alasan perceraian, 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelum. Oleh karena itu bagi 

                                                           
75Zaenal Abidin Abu Bakar, cet.5, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan 

Peradilan Agama , 244 
76 Sulaiman Zulkarnaen, “Asas Personalitas KeIslaman dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Al 

Mizan, no.1(2017) https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/142/114   

https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am/article/view/142/114


 

 

57 
 

penghayat kepercayaan yang hendak bercerai tetap harus mengacu 

pada alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan terkait dengan 

perkawinan dan perceraian pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XIV/2016, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkawinan penghayat kepercayaan terdapat perbedaan antara 

sebelum dan sesudah pasca putusan Mahkamah Konstitusi 97/PUU-

XIV/2016. Perbedaan tersebut menyangkut tentang hak konstitusional 

manusia yang diberikan oleh pemerintah dan negara kepada 

masyarakat Indonesia. Perbedaan tersebut meliputi institusi 

perkawinan penghayat kepercayaan, prosedur perkawinan penghayat 

kepercayaan, dan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan. 

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016, para penghayat kepercayaan harus mengaku sebagai salah 

satu agama lain yang telah diakui negara, hal ini dikarenakan belum 

adanya pencantuman kolom agama dalam kartu identitas penduduk 

yang menyebabkan tidak adanya wadah dan legalitas terhadap 

penganut penghayat kepercayaan. Akan tetapi setelah adanya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat 

kepercayaan telah memiliki pengaturan dan legalitas. Yang didalam 

pengaturannya berupa terdaftarnya organisasi penghayat kepercayaan 

yang ditandai dengan mempunyai Surat Keterangan Terdaftar yang 
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dikeluarkan oleh gubernur pada tingkat provinsi, dan dikeluarkan oleh 

bupati pada tingkat kota atau kabupaten. Hal ini telah diatur dalam 

Peraturan Bersama Menteri Nomor 43 dan 41. Sehingga institusi yang 

berwenang yakni Kabupaten/Kota ataupun Provinsi yang dilakukan 

oleh teknisi masing-masing Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Perbedaan selanjutnya adalah prosedur dan pencatatan 

perkawinan terhadap penghayat kepercayaan. Sebelum adanya 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, 

perkawinan penghayat kepercayaan tidak terdapat prosedur 

perkawinan terhadap penghayat kepercayaan, sehingga para 

penghayat kepercayaan jika melakukan perkawinan dalam identitas 

agamanya harus mengaku sebagai salah satu pemeluk agama yang 

telah diakui negara. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pencatatan 

perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dikarenakan perkawinan 

yang dilakukan berdasarkan keterpaksaan pengakuan terhadap salah 

satu agama yang diakui. Kemudian setelah adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 disusul dengan lahirnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang didalamnya terdapat 

pengaturan prosedur dan pencatatan perkawinan penghayat 

kepercayaan.  

2. Apabila pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama 

(KUA), maka instansi yang berwenang dalam menangani perceraian 
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ialah Pengadilan Agama, karena ketika menikah tercatat sebagai 

pemeluk agama Islam. Hal ini sesuai dengan asas personalitas 

keIslaman, yang artinya ketika kedua belah pihak menikah, mereka 

tercatat sebagai pemeluk agama Islam, sehingga pencatatan 

perkawinan dilakukan di KUA, sehingga selain agama Islam 

pencatatan perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil. Akan tetapi 

apabila terjadi perceraian walaupun di KTP mereka tercatat sebagai 

penghayat kepercayaan, maka instansi yang berwenang dalam dalam 

menyelesaikan perceraian tersebut adalah Pengadilan Negeri, karena 

ketika menikah dicatat sebagai pemeluk agama Islam yang dilakukan 

di Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil.  

B. Saran  

Setelah memaparkan hasil dari penelitian ini, maka penulis 

memiliki beberapa saran yang diharap dapat menjadi masukan dan 

perbaikan kedepannya yakni diantaranya: 

1. Harapan peneliti atas adanya skripsi ini dapat menjadi acuan atau 

pedoman bagi perkawinan dan perceraian penghayat kepercayaan 

pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Nomor 97/PUU-

XIV/2016, untuk meminimalisir diskriminasi yang banyak terjadi 

sebagaimana yang terdapat dalam beberapa laman berita.  

2. Menjadi bahan diskusi bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang 

mempelajari hal-hal yang terkait dengan hasil penelitian dalam skripsi 

ini. 
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3. Bagi para pembaca dan peneliti bidang hukum peneliti harap 

memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 

dimasa depan.  
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No. Nama Instansi Alamat Tahun 

1. Pondok Pesantren Al-

Qur’an Nurul Huda Putri 

Jalan Kramat No.71, Pangetan, 

Kecamatan Singosari, 

Kabupaten Malang, Jawa 

Timur 

2014-2017 

2. Ma’had Darul Hikmah Jalan Tlogomas Nomor 21, 

Kecamatan Tlogomas, Kota 

Malang 

2016-2018 

3. Pondok Pesantren 

Mahasiswi Al-Azkiya 

Jalan Joyosuko Metro Gg 2 

No. 48/41 R RT.000 RW.012, 

Merjosari, Kecamatan 

Lowokwaru, Kota Malang, 

2019-2022 

mailto:maulidaainaya77@gmail.com
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Jawa Timur. 

 

                                                           KEMENTERIAN AGAMA 

                  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

                       FAKULTAS SYARIAH 
                           Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah) 
                                   Terakreditasi "B" SK BAN-PT  Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah) 
                                              Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399 
                                                                         Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/ 
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